P

~ Mengingat |- 1.

. Menimbang: a.-bahwa
! RN e A "”ﬁ‘pemermtahan
- kemandirian Daerah dalam: rangka pelaksanaan otonomi
" daerah ‘yang nyata, luas'dan bertanggung _]awab perlu d1ga11
3 sumber—sumbcr Pendapatan ¢ Asli Daerah;

f‘fibahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 1) Undang—Undan

Peraturan Daerah; - L LEn

. bahwa. berdasarkan pertlmbangan sebaga1mana d1maksud

. dalam huruf a, ‘dan huruf b perlu ; membentuk Peraturan
_Daerah tentcmg Retnbu31 Perizinan Tertentu 5

fPasal 18 ayat (6) Undang—Undang l, Dasar Negara Repubhk
- Indonesia Tahun 1945
. "Undang—Undang Nomor 69
- Pembentukan'. ‘Daerah- daerah. _Tingkat ' II . Dalam . Wilayah
i ’_Daerah-—daerah T1ngkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
~ Tenggara ~Timur (Lembaran ‘Negara . Repubhk Indones1a'
~ Tahun' 1958 - Nomor 122, Taanahan Lembaran Negara' :
#-Repubhk Indones1a Nomor 1655) S
Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kltab Undang—
- Undang: Hukum Acara P1dana (Lembaran Negara ‘Republik
. Indonesia - Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ‘Lembaran
- Negara Repubhk Indonesia Nomor 3209) e ;
.‘,y:’Undang-Undang Nomor Tahun : 2004 _,,»_entang
.. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema
. Tahun . 2004  Nomor. :125, “Tambahan ' Lembaran - Negara
W\_Repubhk Indonesm Nomor 4437) sebagalmana telah diubah
- beberapa kah terakhlr -dengan Undang—Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang ;
3 ‘Nomor: 32+ Tahun: 2004 tentang Pemerlntahan Daerah
! (Lembaran : Negara Repubhk Indonesia - Tahun 2008
~-Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a‘
. Nomor. 4844)
. Undang- Undang Nomor 22 1ahun 2009 tentang Lalu Lmta _
~dan’ Angkutan Jalan (Lemb -an Negara Republik | Indones1a'
'r‘“"“Tahun 2009 Nomor. 96, ‘:Tainbahan
l,Repubhk Indones1a Nomor 5025 :

 ; guna mendukunbk ~pembiayaan - penyelenggaraan
dan’. pelaksanaan ‘pembangunan - menuju

; Tahun 2y 1958 tentang

Lembaran Negar




l'fTahun 2007, Ndmor 82, .Tamb haﬁ,
| Republik Indonesia Nomor 4737);
10,
S0 18 i‘Cara Pembenan dan Pemanfaatan Insentlf Pemungutan
' Pajak Daerah’ dan’ Retr1bu31 ‘Daerah (Lembaran Negara.
S Repubhk Indonesm ‘Tahun 2010 Nomor. 119, Tambahan
e Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 5161)
11, fKeputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 19 9.
G tentang . Si%tem dan Prosedur Adm1mstra31 Pa_]ak ‘Daerah,

Sl Beralkohol

S 'tentang Tata Cara Pengenaan Sank31 terhadap Pelanggar

| 16. Per |
4 ... PER.14/ MEN /201 1 tentang Usaha Perikanan Tangkap; '
oar. r

. tentang. Pembentukan Produk Hukum | Daerah

.-‘ﬂ:v‘Undang—Undang Nomor 28 Tah
. Daerah. dan Retrlbu81 Daerah (Ler

S Undamg-Undang
7 Perlindungan - -da
"‘"_(Lembaran Negara | Repubhk Indones1a Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara  Re ubhk Indones ‘
" Nomor- 5059); : o
- ‘Undang—Undang Nom '_

_Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
~ Negara Republik
Tambahan Lembaran
’}.,_5234), e

‘ .;,Peraturan o
" 24/PMT/M / 2007. tentan

9 ,‘ = F : :: Ke tentuan dl Bldall I a.l 1 1

Indone31a Tahun 2011 Nomor .82,

:Peraturan Pemermtah Nomor 69 -Tahun 2010 tentang Tata

\Bangunan Gedung, s
Peraturan Menteri - Keuan
Peraturan Menten Kelautan dan Penkanan Nomor :

ffAlat Penangkapan Ikan ‘dan+ Alat Ban
: kan ‘di’ Wilayah Pengelolaan Penkanan ’Repub'

.Peraturan . ‘Menteri Dalam’ Neg‘ i ‘Nomor 53 Tahun' 2(")1‘

@Selatan Tahun 1990 Nomo Se iD Nomor 2),




s Méﬁétaf)kén ' PERATURAN

'#60"!0? Sl

adalah Dewan Perwakﬂan Rakyat ;'
= Selatan :

Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan L
S Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan
. '"Retnbus1 Daerah yang: Qelan_]utnya disebut . Retribusi - adalah pungu n.
”tl‘Daerah sebagau pembayaran atas'jasa atau: pembenan izin tertentu yan
e khusus disediakan dan/atau: dlbenkan oleh Pemerlntah Daerah untu
L kepentlngan orang pribadi atau Badan. = : e L
.~ Jasa adalah kegiatan Pemerintah - Daerah berupa
~ yang z enyebabkan barang, fasilitas atau kemamaatan lalnnya yang dapat‘
S f":".fj'fdlnﬂcmau oleh orang pribadi atau Badan. i S :
.10,

o rangka pembendn izin kepada orang pnbadl ‘atau -Badan yang
SR dlmaksudkan untuk pembmaan ngaturan, pengendahan dan
‘ pengawasan atas keglatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber'

19 Peraturan Daerah - Kabupaten T1mor = Tengah . Selatan
-I' ' Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan: Pemerintahan Yan
S MenJadl Kewenangan 'Pemerintahan -Daerah-'Kabupaten -
~ Timor Tengah Selatan’ (Lembaran Daerah Kabupaten Timo
,5‘_Tengah Selatan Tahun 2007 ' Nomor 18, Tambahat
- Lembaran Daerah Kabupaten " Timor Tengah ‘Selatan
~ Nomor 18) sebagalmana telah d1ubah dengan Peraturan
. Daerah Kabupaten Timor | Tengah Selatan Nomor. 2"
3 f,Tahun ’70 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah*

: Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 200

](Lembaran Daerah Kabupaten Tlmo |
- Tahun - 2012 ‘Nomor. 2; Tambahan
G “Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Nomc

Dengan Persetujuan Be Ac.am

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA ‘
KABUPATEN TIMOR TEN

i ]é‘~._f,;v;’BU15‘A”’I:"I_TII\‘/‘IA:("1)‘R TENGAH SELATAN

TERTENTU

“aha dan pelayanan‘

j‘Per1z1nan Tertentu- adalah kegiatan - tertentu Pemermtah Daerah dalam

daya alam, barang, prasarana _sarana ‘atau: ﬁsﬂltas tertentu ‘guna’
el,mehndungl kepentmgan umum dan men aga kel




R

12
1800

o L Daerah'melalul tempat pembayaran yang d1tun_]uk oleh- Bupat1
14,

17.
| v_‘profemonal ‘berdasarkan ‘suatu standar pemenksaan untuk - ‘menguji

: v' kepatuhan pemenuhan kewa_pban ‘retrlbu31 daerah dan / atau untuk tujuan

18.

(2)

~Surat Setoran Retribusi Daerah yang. selanjutnya dlslngi;at SSRD -adal.

\Surat Ketetapan Retr1bu31 ‘Daerah yang selanJutnya dlslngkat SKR

o - pokok Retrlbu81 yang terutang e :
© .15, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leb1h Bayar yang selanJutnya dlslngkat
R SKRDLB adalah Surat hetetapan Retnbu51 yang menentukan Jumlah

: fv_  besar dan Retribusi yang terutang atau seharusnya tldak terutang
16.
. surat untuk melakukan iaglhan Retnbu51 dan / atau sanks1
: berupa bunga dan/ atau denda : ; N i

: Penyldlkan tlndak pidana di. bldang retrib:
; tmdakan yang d11akukan

{,suatu bangunan L

- batas Waktu bag1 WaJ1b Retnbus1 untuk memanfaatkan Jasa d n perizinar

tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan

bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dcngankl
menggunakan formulir ‘atau telah dilakukandengan cara. lam ke ke

adalahf Surat Ketetapan Retrlbus1 yang menentukan besarnya Jumlah “

‘Surat Taglhan Retribusi Daerah yang. selanjutnya disingkat STRD

: p
data, keterangan ‘dan / atau bukti yang d11aksanakan secara Ob_]ektlf dan'

' undangan retribusi. daerah.y; i

oleh peny1d’

‘J ems

» 'Retnbus1 Izm Trayek dan. e
o Retnbusx Izm Usaha Penkana
Jems

'.@f

sebaga1 pembayaran atas pelayanan




w U N

‘ \,_(2) Tata cara

pembenan Izm Mendmkan

(1)
g {"'mendlrlkan suatu bangunan.. SRR
fPembenaxll izin sebagajmana dlmaksud pada ayat (1)
. peninjauan desain dan" pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar
~tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan: rencana  tata ruang
~dengan’ tetap memperhatlkan Koeﬁs1en Dasar Bangunan . (KDB), Koeﬁs1en

)

e Peraturan

Bupat1 AL

Pasal

Objek Retrlbu31 Izm Mend1r1kan Bangun‘

eliputi kegiatan

_ Luas Bangunan (KLBY), -
- ‘i‘”pengawasan penggunaan: ‘bangunan  yang mehputl
~rangka’ memenuhl syarat keselamatan bagl‘ ang ‘m empaa bangun

- tersebut. ]

'  (3) : D1kecua11kaﬁ dan Objek Rcynbum Izm,; Mendm an‘B gu an bagair

i d1maksud

"Pemerlntah Daerah

‘ (1) Subjek Retnbus1 ‘ , v

© . Badan ya’ng memperoleh 1z1n untuk men 1r1kan suatu bangunan
(2) Wajib Rejcrlbu31 Izin’ Mend1r1kan Barigun
_yang . menurut
dlwa_]lbkan untuk melakukan pembayaran Retnbus

' atau pemotong Retrlbusrg i di ngu

S (1) Tlngkat penggunaan jasa d1ukur
o waktu penggunaan bangunan. o ~
U (2) Faktor sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan nd ks dan bobot
i (3) Besarnya
" sebagailberikut:

Ket1ngg1an ‘Bangunan - (KKB) - dan
pemenksaan dalam

Koeﬁs1en

pada ayat (1] G ‘ ili

adalah orang pr1bad1 atau Badan
ketentuan Peraturan Perundang i

indeks dan bobot sebageumana dlmaksud pada ayat (2) dztetap an -

[FUNGSI -

WAKTU PENGGUNAAN

KLASIFIKASI

Parameter -

-- Indeks Parameter Bobot “ Parameter = Indeks iParameter - | Indeks

IR SRR e

g 1;Hunian!

0,05/0,5 1 Kompleksmas "0,2‘5; - ‘av.‘S‘edcr}_;ana‘ ; "0,40 s l;Sementarap _0,40
pendek S

2. Keagamaan LO,OO_J

na 0,70 “2 Sementara ' 'Q,’?O ,

menengah N

= B.Usaha |-

1:3,00

11,00 3Tetap i

4. Sosial dan

'Budaya "

000/1 oo "{2.Permanensi | 0,20 aDarurat T (o040 .

5. Khusus

2, 00 D ! o o | bSemJ Permanenj'f» 0,70 B

anda/

Campuran Sl

4,00 - o cPermanen t1,00 ¢

" BResko . 0,15 .
") “Kebakaran [t
G R L bSedang

aRendah ‘040 3

o lo 70_”

5 chgg1 la 00,  G .
::|;a.Zona »I/‘rplmyp‘r, 2.0, 1»(‘)_ - :

v B Zonast i e

; ‘Gempa R R ] M e
SRR “|'b.Zona ll/minor ;. | 0,20 i) i
s cZonaIII/sedang 1o40 |
s dZonaIV/sedang“l 20,50 ]y
i lie ZonaV/fkuat - 1.0,70 . NREE
| f.Zona VI/kuat e




(4) Tata caraI mengukur tingkat penggunaan jasa sebagalmana dlmaksud pada‘y-'
" cayat (1) tercantum dalam. Lamplran dan merupakan baglan yang t1dak‘:
"terplsahkan dar1 Peraturan Daerah 1n1 2

@
- pada tu_]uan untuk. menutup sebagian. atau seluruh blaya penyelenggaraani»
: pembenan Izin Mendirikan. Bangunan : :

@

S

.

T 2 3:-  5

it 05 Lokast e e 100,110 aRenggang 170,40 .
v (chadatan*% et 3 f .
Bangunan. o b Sedang
1 Gedung) e
R o] | c.padat:
. Ketmgglan 210,10 0 aRe.ldah I
Bangunan PR J e
Gedung A S bSedang 1:0,70 ]
i ‘ vt | e Tinggd 0 101,00 -
i 7 Kepemmkan 0,05 |aYayasan . - 0,40
"7 1 b.Perorangan ¢ [10,70 [
=i c.Badan usaha i 1 00 :
' : - swasta ' 5
s Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung d1 bawah permukaan tanah
{basement), di atas/bawah’ permukaan atr prasarana dan sarana.umum dxben

‘ '0 70‘

‘100{“ E

- |indeks pengali tambahan 1,30, ©.w. 2.

Ay Paragraf 3 s
Pr1ns1p dan Sasaran Dalam Penetapan
Tanf Retnbu31 i

Pasal 7

Pr1n31p dan sasaran dalarn penetapan besarnya tanf retnbu31 dldasarkan“

Biaya penyelenggaraan pembenan izin sebagazmana dlmaksud pada ayat (1) ‘

‘meliputi| penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penega’.kan';_!,‘?

 :.‘ “hukum;- penatausahaan dan blaya dampaL negatlf : dan pembenan . 1zmv

térsebut.

e Paragraf 4 . ‘
Struktur dan Besarnya Tanf Ret1‘1bu31

- SATUAN:

;Nog:”ff JENHSBAN&UNAN

|’ RETRIBUSI
Rp 2000-

1. . Qnan Gedung ‘

2. ,Prasarana Bangunan Gedung

|a. Konstruksi - Pembatas/Pengaman/

| Penahan. Rp. i‘é.oob‘,;)[[.‘]‘ -

o Ib. Konstruksi Penanda Masuk - il Rp.-2.000,- ‘-

- [ic. Konstruksi perkerasan v Rp.:2.000,-":

I'd. Konstruksi penghubung =

Rp. 2000 . |

ie. ‘Konstrukm kolam/reserv01r bawah s Rp 2 000 gl

o ff. Konst_ruks1 menara o i umt dan . : ‘1 75%xn11a1,, o

j ~ § pertambahannyav RAB
‘. unitdan .1 75% X mla1 e
pertambahannya, RAB

| g.-Konstruksi monument - "

T Konstruksi instalasi/gardu M2 RP2000,- o

R ~5~.';¢unit dan ;. |'1,75% x nilai . -
i) pertambahannya | RAB e

" ['i. Konstruksi reklame/papan nama




: “;,;]L(Z) Retnbus1 terutang dlhxtung dengan cara sebaga1 benkut

Ca “hotel;

R o PENGHITUNGAN
P J JENIS RETRIBUSI BESARNYA RETRIBUSI‘
e ;Retnbu81 pemblnaan e b i !
penyelenggaraan bangunan S
|lgedung =
a. Bangunan Gedung s
1 Pembangunan bangunan ol

i g?dung baru PRI

- :Luas BG X Indeks i
: Tenntegra31 x 1 00 x HS
a | v retribusi
20 Rehablllta51/ renovasi ' "~ /'a) Rusak: ' |Luas BG x Indeks i
bangunan gedung, Mehputl: |- Sedang ‘Terlntegra31 X 0 45 x HS
0 perbeukan/perawatan, N e »retnbu31 T R
f“perubahan ‘ o | e
: e b) Rusak | Luas BG xlndeks :
| - Berat. . Termtegra81 X O 65 x HS ~, §'
S retribusi ‘
3. Pelestarian/pemugaran '~ | a) I'Pratama ‘Luas BG xIndeks b
Lem e T B Y e L R “Terlntegram X O 65 x HSG-’»;
| retribusi . ‘ s
| Luas BG x Indeks SR
Termtegras1 x O 45 x HS |
e s dsretribust o o G
| ¢) Utama |Luas BG x Indeks o
i e Tenntegras1 x 0 30 X HS‘
o ‘ DO N B 'ref_nbu31 i . :
i b Prasarana Bangunan Gedung el e
N Pembangunan Baru Ny 3Volume X Indeks X 1 OO‘;.
' | 'x HSretribusi. =~ |
a) Rusak Volume x Indeks x O 45 g
Sedang xHSretribusi. o
! b) Rusak . | Volume x Indeks X 0 65;_\
Berat ' |xHS ret1‘1bu31 D

|

2 ‘-Rehablhtasrg e o

: L Baglan Ketlga ; ‘
Retnbu31 Izm Tempat Pen_]ualan Mmuman Beralkohol

e Paragraf L
Nama ObJek Subjek dan Wajlb Retnbum

Pasal 9 | .

~(1) Dengan ‘nama_ Retrlbu31 Ian Tempat Pen]ualan Mlnuman Beralkohol;
dlpungut retnbus1 y Pbagal pembayaran atas pembenan izin- untukg
L melakukan penJualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu e
S (2) Tata cara pemberian Izin' Tempat Penjualan Mlnuman Beralkohol dlaturf‘».
leblh lanjut dengan Peraturan Bupat1 et — -

, ObJek Retnbu31 Izm Tempat Penjualan Mmuman Beralkohol adalah pembenan"j
o izin tempat untuk melakukan pnnjualan rmnuman beralkohol mehputl o ‘

{/b restoran; ~



| "-Cara mengukur tlngkat penbgunaan jasa
- penjualan mllnuman beralkohol . ,

. (2) - Biaya: penyelenggaraan pembenan 1zm sebagalmana‘:‘dlmaksud pada ay

o ""’(‘DQ..O S

%aovm L s (o " i

(1) Sub_]ek Retrlbu81 lzin Te ‘p

: (2) Wajib Retnbus1 Izin Tempat Penjualan Minuman Beral

B TR

bary e
 klab malam;
- diskotik; o
.~ pubdan karaoke L

]‘supermarket mlmmarket dan p: tokoa
: gkms o R : :

~ pribadi atau Badan yang memperoleh izin® ternpat ru'
pen]ualan minuman beralkohol dari Pemermtah Daerah.

pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundan

termasuk pemungut atau pemoton
Mmuman Beralkohol .

Cara Mengukur Tlngkat Penggun

Pasal 12

erdasarkan

Pr1n51p dan Sasaran Dalam Penetap :
Struktur dan Besarnya Tar1f Retnbu31

o Pasa] 13

(1) .‘Prm31p dan sasaran dalam penetapan struktur dan - esarnya tari
L Retnbu31 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebaglan atau seluruh -
.. biaya. peuyelenggaraan pembenan 1zm ltempat pen_]ualan mmuman ‘*
- beralkohol.. S ‘ ‘ -

‘(1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di: lapangan, penegakan
- hukum penatausahaan- dan blaya ‘dampak- negatif. Cdan‘ pembenan izin
‘tersebut o - & L

Struktur dan besarnya tarlf retrlbu
beralkohol dltetapkan sebaga1 berlkut s
_hotel dan restoran sebesar Rp. 250. OOO / tahun ks

. bar, klab malam, diskotik, pub dan karaoke sebesar Rp.7 50 ‘ 00 / tahur
L ”supermarket dan minimarket sebesar Rp. 250 OOO / tahun, i)
pertokoan sebesar Rp.750.000/ tahun dan

S kios sebesar Rp 250 OOO/tahun Vo




.':'(2) Tidak termasuk obyek Retr1bus1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘1’35

~Retrlbu31 Iz1n Gangguan

e Paragraf 1 o
Nama ObJek SubJek dan Wajlb Retrlbu31 ,

Pasal 15

' »( 1) Dengan nama Retrlbus1 Izm Gangguan dlpungut Retnbu31 atas pelayanan
_ pembenan 1zin Tempat ‘Usaha/ kegiatan kepada orang. prlbadl atau Badan
. yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/: atau gangguan.
(2) Tata cara pembenan I m Gangguan dxatur lebxh 1an3ut dengan Perat‘ ran

Bupat1 _ |
‘ Pasal 16

: (1) Objek Retnbu31 : Iz1n : Gangguan dalah - pemberian izin" terriﬁat}*'
- usaha/ kegiatan kepada orang: pnbadl atau Badan yang dapat menlmbulkan
- bahaya, |kerugian dan /atau gangguan, termasuk pengawasan - dan”j f
‘pengendallan keglatan usaha secara terus ‘menerus untuk mencegah i
X 'teljadmya ‘gangguan ketert1ban,» keselamatan atau kesehatan umum,
»memehhara ketertlban hngkungan dan memenuh1 norma keselamatan dan

- kesehatan ker_)a

. adalah- tempat usaha / keglatan yang. telah dltentukan oleh Pemenntah atau .
Pemermtah Daerah ‘ - ; el

‘‘‘‘‘‘‘‘

Pasal 17

: (1) SubJek Retnbus1 Iz1n Gangsruan adalah orang pnbadl atau Badan yangff
P T memperoleh Izin: Gangguan dari Pemerintah Daerah. bl i
- (2) Wajib Retnbu31 Izin - Gangguan adalah orang. pnbadl atau Badan yang ;
S menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retnbus1 dlwa_]lbkanf*‘-
" untuk melakukan pembayaran Retr1bus1 termasuk pemungut atau_e
pemotong Retr1bu31 Izm Gangguan i S

~ i Paragraf 2 oy
Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

| T1ngkat penggunaan _]asa dlukur berdasarkan 1uas tempat usaha/ keg1atan

SO Paragraf 3
Prmsup dan Sasaran Dalam Penetapan.:
Struktur dan Besarnya Tarlf Retmbusr ‘

Pasal 19 b

;(1) Pnns1p dan sasaran dalam penetapan tar1f Retrlbus1 Izm' Gangguan
) dldasarkan pada tu3uan ~untuk menutup sebagxan atau seluruh blaya b
o penyelenggaraan pembenan izin: yang bersangkutan S

',:‘;(2) Biaya penyelenggaraan pembenan izin sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘

mehputl penerbitan dokumen ‘izin, ‘pengawasan  di lapangan,’ penegakan*
hukum penatausahaan, dan b1aya dampak negatlf dar1 pemberlan 121n‘

?/tersebut




SRS Paragraf 4 e
i Struktur dan Besarnya Tar1f Retrlbu51

Pasal 20

Struktur dan Besarnya Tarlf Retrlbu81 Izm Gangguan sebagau benkut i
a. Luas tempat usaha sampal dengan 100 M2 (seratus meter persegl) sebesar»‘ ,
R ' Rp.2. OOO/ M2 (dua ribu rupiah per meter persegi); ‘
.1 b.Luas tempat usaha lebih dari: 100 M2, (seratus meter, persegl) dlkenakan tanf
sebagmmana dimaksud pada huruf ‘a, dengan dltambah untuk luas
e selanjutnya yang d1perh1tungkan secara bert1ngkat dengan tanf sebagal‘wE
- berikut i .
1. Luas tiempat usaha 101 M2 (seratus satu meter‘persegl) sampa1 dengan“"}ﬁ
- 500 M2 (hma ratus ‘meter- perseg1) sebesar Rp 1 SOO/M2 (senbu hma@
o - ratus per meter perseg1} EROR T
-2 Luas tempat usaha 501 M2 (hma ratus satu meter persegl) sampa1 dengan ‘
1000 M2 (seribu. meter persegl) sebesar Rp 1. OOO / M2 (senbu ruplah per...jj:
- - meter persegl), dan S A ‘
.~ 3.Luas [tempat usaha di atas 1000 M2 (serlbu :,-meter perseg1) sebesar
T Rp.SOO/M2 (11ma ratus ruplah per meter perseg1) T e

Baglan Kehma
Retnbusx Izm Trayek

R e Paragraf 1
Nama Objek SubJek dan Wajlb Retnbusr

Pasal 2 1

'«(1) Dengan nama RetrlbL31 1zin Trayek d1pungut retr1bus1 sebagau pembayaran

. atas pembenan Izin kepada Badan untuk menyedlakan pelayanan angkutan S

.. orang pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah." L

L >.*(2) Tata cara pemberlan Izm Trayek dlatur 1eb1h lan_]ut dengan Peraturan',;:
Bupau n EELAT SR D :

""Ob.]ek Retr1bu81 Izin Trayek adalah pember1an izin kepada Badan untuk":i
St menyedlakan pelayanan angkutan orang pada suatu atau beberapa trayek
tertentu IS S B G

i (1) SubJek ;Retr1bus1 Izm Trayek adalah badan yang memperoleh 1zm trayek dar1 :
; Pemerintah Daerah. -~ s
1”(2) Wa_]lb Retnbu31 Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan !
Peraturan Perundang—undangan Retnbus1 d1wa31bkan untuk melakukan‘.

: pembayaran Retrlbu31 termasuk pemungut ‘ atau pemotong Petﬂbus1 Iz1n ”
Trayek L : : :

‘ Paragraf 2 e i
Cara Mengukur Tlngkat Penggunaan Jasa s

Pasal 24

T1ngkat penggunaan _]asa dlukur berdasarkan Jumlah 1zm yang d1ber1kan dan".‘
i/daya angkut angkutan orang ~ - ot BT




M VPr1n31p

L pembayaran atas pembenan Izin Usaha Perikanan kepada orang pnbadl ata

B ‘(1) ObJek Retnbu51 Iz1n Usaha Penkanan ad ah

o ‘:;.',’Paragraf,S
o Pr1n31p dan Sasaran dalam Penetapan Tarlf Retr1bus1

: PErT Pasal 25
’dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari
o} Retnbum Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup' sebaglan
W 'atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberlan Izin ’I‘rayek ‘
2 Bzaya p'enyelenggaraan ‘pemberian’ izin . sebagaJmana dlmaks d ’pada
... ayat (1)] meliputi penerbitan ‘dokumen izin _pengawasan di ‘lapangan,
e penegakan hukum;: penatausahaan dan b1a a  dampak negatlf d
~‘7.pembcr1an 1z1n tersebut e s

’ (1) Struktur dan besarnya Tanf Retnbus zin: Traye dlgolongkan erdasarkan
. jenis angkutan ‘orang dan daya’ angkut R f e e

- A(2) Struktur dan besarnya Tarlf Retnbu Iz

' benkut SR S A e

~L\10 { - JENIS RETRIBUSI i AR P '
Sl R e ER IZIN BARU PERPANJANGAN
5 1zin Baru dan Perpanjangan i e I
.- |la. Mobil Angkut Orang (8 Tempat Duduk) 100 OOO / Izm‘ ‘40 OOO / Tahun
B b ’Bus Angkut Orang (9 s/ d 12 Tempat ,120 OOO / I71n -50. OOO /Tahun

Duduk) el

le. Bus Angkut Orang (13 s / d 17 Tempat 140 000 / Izm' "\60 OOO /Tahun
o d Bus Angkut Orang (18 s/d 23 Tempat 7160 OOO/Izm ‘70 OOO/Tahun
' Duduk) P : 1
e. Bus Angkut Orang (24 s/ d 40 Tempat ]180 OOO / Iz1n : 80 OOO /Tahun
Duduk) ~ ‘ i

:‘ 2 Mutasi ?f o " aff_?:* 250 000/1 kah muta31
3. | Izin Trayek Inbldentﬂ v 125,000/ 1 kaliqjalan o

i Baglan Keenam j*
Retrlbu31 Izm Usaha Perlkanan

S Paragraf 1 i
Nama Objek Sub_]ek dan Wa_]lb Retnbu51

Pasal 27

"'Dengan nama Retr1bus1 Izm Usaha Penkanan dlpungut retnbusf sebaga1

Badan untuk melakukan penangkapan dan pembudlda aan‘lkan

emberian izin kepadao ‘
pnbadl atau Badan untuk melalmkanke iatan usaha : enangkapan dan
?,pembudldayaan 1kan e




T (2) | 'T1dak termasuk obyek 1etr1bus1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

. Jems -jenis Izm Usaha Penkanan mehputl

B i (2) Wajib, Retnbu31 Izin Usaha Penkanan adalah orang pnbadl atau Badan yang

G ,Tlngkat penggunaan _]asa d1ukur berdasarkan spes1ﬁkas1 tekms‘} kapal (Gross
. ‘,Ton) Jenls alat tangkap, luas areal budl daya dlkallkan dengan tanf Retnbu31

Fn (1) Pr1n51p .dan sasaran. dalam penetapan struktur dan besarnya tanf retrlbusr_';

: 2 ‘Biaya penyelenggaraan pembenan izin sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

e Struktur dan besarnya tanf retnbus1 Izm Usaha Pemkanan d1tetapkan sebesar
o _}_a Surat Izm Usaha Perlkanan (SIUP) bldang perlkanan tangkap P

’- 'b Surat Izin Penangkapan Tkan (SIPI)

(1) Subjek Retnbus1 Usaha Penkanan adalah orang ‘pribadi atau badan yang;‘

| No. | ' Alat Tangkap P “Satuan Tanf (Rp)‘_,_}i Sl

S I 5 Pukat cincin. (Purse Seme) Per.GT | 30. 000 /Tahungw

2. Lamparan - .. b Per-GT . :[:30.000/Tahun . ... .|
Py ) Sr-GT | 25.000/Tahun

. adalah usaha/ keglatan di - b1dang penkanan yang “dikecualikan dari
_'kewajlban memiliki- izin - berdasarkan peraturan: perundang-undangan “‘d1
g »sektor penkanan termasuk nelayan kec11 dan pembudldayaan kecxl :

Pasal 29

a. surat 1zm usaha perikanan (SIUP)
1L penangkapan ikan; dan
2. pembudldayaan ikan. . ,
.~ surat izin penandkapan 1kan (SIPI), dan
surat mn kapal pengangkutan 1kan (SIKPI)

Pasal 30

o memperoleh izin usaha’ penkanan dari Pemenntah Daerah."

menurut ketentuan ‘peraturan’ perundang-undangan Retrlbu51 dlwajlbkanf:”
- untuk melakukan _pembayaran . Retribusi, termasuk pemungut ataui
f pemotong Retnbu31 Izm Usaha Penkanan e

e T Paragraf 2; e
Cara Mengukur ngkat Penggunaan Jasa

SN e Paragraf 3 -
Pr1n31p dan uasaran dalam Penetapan Tarlf Retr1bus1

‘ Pasal 32

~izin usaha . penkanan didasarkan pada’ tu_]uan ‘untuk menutup sebag1an».
‘atau seluruh biaya penyelenggaraan pembenan izin usaha perikanan.' :

' mehpuu penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan 5
“hukum) penatausahaan dan blaya dampak ‘negauf dari ‘pembenan 1zm
i tersebut : - ; . ‘, P

SRR Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tar1f Petrlbus,l

Pasal 33

S Rp
'1.000. OOO /20 tahun.

Pukat Udang (Trammel Net)



e Retnbu31 yang terutang dlpungut d1 wﬂayah Daerah

vk‘““{(l) Pemungutan Retr1bus1 tldak dapat dlborongkan e s e B et
e “(2) Retribusi dlpungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lam yang

(3) Dokumen lain yang dlpersamakan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

- , (4) Hasil | pemungutan retribusi sebagcumana d1maksnd TIpada ayat (1) dlsetor

a0

| (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retnbus1 d1atur leblh lanjut dengan :

o (1) Pembayaran Retrlbu81 harus dllakukan secara ktuna1/‘1unas | S
o (2) Pembayaran - Retribusi terutang sebagalmana ‘dimaksud’ pada ayat (1)“s

!

- T R T I R e
4. Glll Net e ’Per—GT‘ ~ |125.000/Tahun' - '
- ‘ 5 1 Rawai / Lonc Lme e Per—GT-::‘\ 25.000/Tahun . .. |
5.2 Pole and Line . .. = = | Per-GT ' | 25.000/Tahun = .
1183 Pancmg 1a1nvya o Per-GT ’25 OOO/Tahun
) 6. ]Bagan . : i ;,‘:"‘:}‘:I ! ""35"‘” i e
C 6.1 Bagan Perahu oot Unit ‘500 OOO/’Iahun

—

\» 6.2 Bagan Tancap - Loor e Unit o 250,000/Tahun
< 7. ||Perangkap / bubu e | Per-GTo 25’000/Tahun :

8. - |/Alat Penangkapan Ikan 1a1nnya Per-GT 25.000/ Tahun
. Surat Izm Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) / GT/ Tahun_ Rp‘ 30 OOO -
 Surat Izm Usaha Perikanan Budidaya: = e
e 1.“A1r tawar untuk pembenlhan dengan luasan leblhvbesar dan O 7 5 Ha
o Rp: 200 OOO/tahun T B
2. Air tawar untuk bud1daya pembesara_n 1kan dengan luasan leb1h besar 5
i dan]2 Ha: Rp. 200. 000/tahun; dan : s
3. Air payau untuk budldaya pembesaran i an dengan luasan leb1h besar‘j 5
jdan 5 Ha Rp 200 OOO/tahun | :

' BABII
;_PFMUNGUTAN RETRIBUSI

S Baglan Kesatu
i Wnayah Pemungutan

Pasal 34

- f Baglan Kedua
S Tata Cara Pemungutan Retrlbus1

Pasal 35

d1persamakan

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

'secara bruto ke Kas Daeran. ' -

Peraturan Bupatl G

.’ By Baglan Ketlga» B ;
Tata (,ara Pembayaran RCtI‘lbLlSl

Pasal 36

dllakukan pallng lambat -7 (tuJuh) hari sejak- d1terb1tkannya SKRD atau :
dokumen lain yang dlpersamakan dlbayarkan pada Bendahara Penenmaan; i

7P1nas L i




'
.

e (3). Tata cara pembayaran penentuan tempat mbz
penunclaan pembayaran Retnbu31 dlatur lebih i
Bupat1 S e i

‘Dalam hal wa_]lb Retnbubl

e -(2) Penaglhan Retribusi  teruta:
S d1dahu1u1 dengan surat teguran ' ' ‘ :
(9 Pengeluaran ‘surat teguran sebagau t1ndakan, wal pelaksanaan penaglhan'
o Retrlbu81 setelah 7 (tuJuh) har1 se_]ak tanggal Jatuh tempo pembayaran el

retnbu31 harus meluna31 retnbus1 yang terutang
‘(5) Surat teguran sebaga1mana dlmaksud pad
' Pejabat yang dltunjuk : Lt

‘ dengan

:(1)'Bupat1

: (1) Hak untuk melakukan penaglhan R uwarsa )

Sk melampau1 ‘batas waktu 3 (tiga)" tahun: vterhltung sejak saat - terutangny
Retnb11s1 kecuali’ apablla wa_ub‘ dak pidana d
7})1dang Retnbus1 S




| Tf.(l) Tarif Retnbu31 dapat d1tmjau kembah pdhng lama 3 (tiga) tahun sekah
ot (2) Pemn;au[an tarif Retribusi sebagalmana dimaksud ‘pada ayat ( 1) dllakukan

o ’(1) Instans1
: (2) Pembenan insentif sebagannana dlmaksud 'd

- (3) Tata cara pembenan dan pemanfaatan insentif sebagau ana‘dlrnaks‘, ‘

- .»(1) PeJabat Pegawal Negerl ulpll tertentu :d1 lingkung Pemermtah Daerah'

‘(2) Kedaluwarsa penag1han Retnbu51 sebagaumana
, ‘:tertangguh apabila:- T s ST e

A d1terb1tkannya Surat Teguran, atau Ei B
o b.ada pengakuan utang dan wa_ub Retnbu31 ba1k langsung maupun tldakv
S langsung L i
.. (3) Dalam hal d1terb1tkan surat teguran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) ’
. huruf a, kedaluwarsa penaglhan d1h1tung seJak tanggal d1tenmanva surat‘

]teguran tersebut SR ‘

@) :Pengakuan utang Retrlbu31 secara Iangsung sebagalmana dlmaksud pada
~ayat (2) huruf b adalah Wa_]lb Retribusi dengan’ kesadarannya menyatakanui;

~ masih mempunya1 utang Retnbus1 dan
e Pemenntah Daerah. '

'(5)7'Pengakuan utang Retr1bu31 secara tldak langs sbagai dlmaksud‘
- pada ayat (2) ~huruf b’ dapat | d1ketahu1 dar1 pengajuan permohdn

2 ‘angsuran atau. penundaan pembayaran dan : keb ‘

Eael ~wa31b Retnbus1 N . .

elum 3 jmelunasmya kepada

() Plutang Retnbu31 yang tldak mungkln d1tag1h .:laglvf:,karena hak
R 'melakukan penaglhan sudah kedaluwarsa dapat d1hapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan p1utang Retrib 51 ‘
e keda.luwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
. (3) Tata cara penghapusan piutang: Retnbum
- .lebih lanjut dengan Peraturan Bupat1 ‘

o ~ “BAB: v
PENINJAUAN TARIF RET BUbI

Pasal 4 ‘

dengan memperhatlkan 1ndeks harga dan perkembangan perekonorman
pada. ayat (1) dlatur

- atas dasar pencapalan klnerja tertentu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- diberi Wewenang khusus. sebaga1 eny1d1k untuk melakukan penyldlkan
" tindak pldana di. bldang Retribusi Daerah, sebagxamana ‘dimaksud dalam
' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tang Kltab Undang~Undang :
@-IukumAcaraPldana S L S

e




(2) Peny1d1k sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah: pe_]abat Pegawai
“Negeri- Slpll tertentu di lmgkungan Pemerintah Daerah yang ‘diangkat oleh
" Pejabat yang berwenang sesua1 dengan ketentuan turan Perundang—,
\ undangan e ’ e
(3) Wewenang peny1d1k sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
oAl menenma, mencari, mengumpulkan ‘dan ' meneliti keterangan :
e laporan ‘berkenaan dengan tindak pldana di bldang Retr1bu31 agar
: keterangan atau laporan tersebut menjadl leb1h lengkap dan _]elas, .
b.'vmenchtl _mencari dan mengumpulkan keterangan mengena1 «
prlbad1| atau Badan tentang" kebenaran perbuatan yang dllakuk‘
_ ,sehubungan dengan tindak p1dana‘ Ret11bus1 e Bl L
. c. ;memlnfa keterangan ‘dan bahan bukti dari’ orang pnbadl ata
SRR sehubungan dengan tlndak p1dana d1 bldang Retribusi; =
'd. memeriksa buku, catatan. dan dokumen la1n berkenaan dengan
o ‘pldana' di bidang Retribusi; o
- e. melakukan } penggeledahan " untuk mendapatkan bahan “bukti
: ‘pembukuan, pencatatan dan dokumen 1a1n serta melakukan penyxta
LR _terhadap bahan bukti tersebut; : :
e memmta bantuan tendga ahh dalam rangka‘ pelaksanaan__‘
CE penyldlkan tindak pidana di bidang Retmbus1 e
g menyuruh berhentl dan/atau melarang seseorang menlnggalkan ruangan
~atau tempat pada saat pemenksaan sedang berlangsung dan memenksa
SR mdentﬂ:as orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; - "
' h.memotret seseorang yang. berkaitan dengan tindak pidana. etrib
o memahggll orang untuk dldengar keterangannya dan di sa
S tersangka atau saksi; i
o j.j”menghentlkan penyldlkan dan/ atau
. k.’_melakukan undakan lain yang perlu untuk ke ncaran peny1d1kan tmdak
f ‘pldana di bidang. Retnbus1 sesua :  keter
' Perundang-undangan. . . ~
(4) Penyldlklsebagalmana d1maksud pada ayat (1}
N penyldlkan ‘dan menyampaukan hasil penyldlkannya kepada Penuntut
. Umum mela1u1 Peny1d1k Pejabat Polisi Negara Republik Indone31a, sesuai
. ‘dengan_ ketentuan yang diatur, dalam Undang—undang"Nomorf'S Tahuni 1981
i »_'tentang Kltab Undang—Undang Huku ‘ a. i *

‘ (1) Wa)1b Retnbu31 yang . tidak - melaksanakan = Kkewaji 1 sehir
e meruglkan' keuangan Daerah diancain pidana kurungan paling lama 3 (tiga

- “bulan atau ‘pidana denda paling banyak 3 (tlga) kah _]umlah Retrlbu81
N terutang yang tidak atau kurang dibayar. - :
(2) Tlndak pldana sebagalmana dlmaksud pada ay t (1) adalah pelanggaran R

Pasal 46

Denda sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 45 ayat-‘(l) merupakan penenmaan

7}\1 egara




KETENTUAN PERALIHAN

RO Pada’ saat Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku Retrlbu51 yang ma31h terutang\u

s _berdasarkan Peraturan - Daerah tentang ‘Retribusi - mengena1 ‘jenis Retnbusr‘;;

.~ Perizinan Tertentu sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 masih. dapat ditagih
g ;}lselama _]angka Waktu 5 (hma) tahun terhltung sejak saat terutang. .

BAB IX

o KE’I‘n,NTUAN PENUTUP

Pasal 48 :

' Pada saat PFraturan Daerah m1 mu1a1 berlak :

a. Peraturan Daerah Kabupaten T1mor ‘Tengah ' Selatan  'Nomor 26
" 'Tahun| 2009 tentang Retribusi- lzm Mendmkan ‘Bangunan’ (Lembaran
~ Daerah ' Kabupaten. ‘Timor Tengah Selatan “Tahun 2009 - Nomor - 26,
e __Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor 26),
'b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor. Tengah Selatan  Nomor - 27
e -“Tahun’ 2009 tentang Retribusi Iz1n 'Usaha Jasa’ Konstruks1 dan Jasa"_'f
O Konsultans1 (Lembaran Daerah Kabupaten ‘Timor - Tengah 'Selatan

. Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tlmorj‘

A f'iTengah Selatan Nomor 27); - o .
e Peraturan Daerah Kabupaten Tlmor ‘Tengah : Selatan Nomor 28 .
" Tahun 2009 tentang Retribusi Izm Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten'_’
o »Tlmor! Tengah Selatan ‘Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan***Lembaran‘
N e Daerah Kabupaten '1‘1mor Tengah Selatan Nomor 28), :
ood. ‘*'»Peraturan Daerah - Kabupaten “Timor Tengah Selatan Nomor 29,
S 'Tahun 2009 tentang Retrlbu81 Izm Tempat PenJualan Mlnuman Beralkohol
T (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009“’:
S Nomor 29, Tambahan Lembardn Daerah Kabupaten TlIIlOI' Tengah Selatan :

S J.Nomor 29);
Coes Peraturan Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor 30 :
i .“Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah
P ;}Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan
[ Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30) S
e ;‘Peraturan 'Daerah Kabupaten “Timor Tengah Selatan Nomor 31‘*
R ‘Tahun 2009 ‘tentang Retnbum Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah%

e Kabupaten ‘Timor Tengah Qelatan Tahun 2009.:Nomor 31, Tambahan“

e ;'__Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Nomor 31), e
g _Peraturan Daerah Kabupaten _Timor Tengah ‘Selatan’ Nomor 32
: _’Tahun 2009 tentang Retribusi Surat | Iz1n Tanda ‘Daftar’ Perusahaan‘i”

s (Lembaran Daerah Kabupaten “Timor Tengah ‘Selatan Tahun 2009 -

& .Nomor 32 Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan
?}‘IomorSZ), ' : N e




‘Peraturan Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor‘ 34

j. " Peraturan Daerah Kabupaten ~Timor Tengah Selatan - Nomor . 3

GREE Kabupaten ‘Timor _Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 35, Tambah'
e Lembaran Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor 35), o
. 'Peraturan Daerah Kabupaten ~Timor ’I‘engah 'Selatan  :Nomo

. ~ Timor Tengah Selatan . Tahun 2009 ‘Nomor. 36, Tambahan Lembaran
+ - Daerah|Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor. u6), Gni

' Tahun 2009 ‘tentang Retribusi- Izin Pengeluaran Ternak dan Hasil Tkutan

. - Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatanfk
" Nomor 37), :

: Tahun 2000 tentang Retr1bus1 Izm Penangkaran Bemh/ B1b1t Pertaruan“

. Nomor39); = :
. . Peraturan Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Nornor 40
e ’I‘ahun’ 2009 tentang Retribusi. Perlzman Pertambangan Energl ‘dan
’};‘Mmelal (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009
S Nomor 40, Tambahan Lembara.n Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan
o Nomor 40); .

By - (Lembaran Daerah- Kabupaten ‘Timor . Tengah %elatan Tahun 2009

,Nomor 41, ’I‘ambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Tlmor ’I‘engah Sel
o Tahun 2009 tentang Retnbu31 ‘Perizinan Parmnsata (Lembaran Daerah
o Lembaran Daerah Kabupaten Timor. Tengah Selatan Nomor 42)

. !Peraturan ‘Daerah Kabupaten /‘Timor ' Tengah - Selatan Nomo
”,-'E'Tahun 2009 tentang Retr1bus1 Izin Penagkapan Ikan (Lembaran Daerah

Li/dlcabut dan dlnyatakan 'udak berlaku

. ;‘*Peraturan Daerah deupaten Tlmor
“Tahun' 2009 ‘tentang Retribusi- Izin Pem1l1kan ‘Mesin Gergap Ranta1
i (Lembaran Daerah’ Kabupaten “Timor - Tengah Selatan Tahun - 2009
....Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten T1mor Tengah Sel '
~Nomor 33), iy

~ Tahun 2009 tentang Retribusi Izm Tempat Pemakaman Umum- (Lembar ‘
_Daerah Kabupaten “Timor Tengah Selatan Tahun 2009 ‘Nomor '3
-Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor Ten gah Selatan Nomor. 3

“Tahun f2009 tentdng Retnbu31 1zin Angkutan (Lembaran Daerah

i ,Tahun QOOQ tentang Retribusi Izin- Trayek (Lembaran Daerah’ Kabupate

- Peraturan Daerah ‘Kabupaten - “Timor - Tengah Selatan Nomor

¥ ‘Ternakl(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan ‘Tahun 200

. Peraturan- Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan Nomor 3
.. Tahun |2009 tentang Retribusi Penzman Kesehatan (Lembaran Daerah:
Kabupaten ‘Timor : Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan,
o Lembaran Daerah Kabupaten Timor: Tengah Selatan Nomor 38); : .
o Peraturan Daerah - Kabupaten ‘Timor" Tengah ‘Selatan Nomor 139
(Lembaran ‘Daerah - Kabupaten “Timor Tengah Selatan Tahun 2009‘
Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten T1mor Tengah Selatan :

S Peraturan Daérah : Kabupaten Tlmor Tengah Selatan ‘ Nomor
Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan - Kehutanan dan Perkebunan

: Nomor 41) S

. j;Peraturan Daerah K abupaten Tlmor Tengah Selatan Nomo g
. .Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan :
h 3,

- Kabupaten Timor Tengah Selatan ‘Tahun 2009  Nomor 43, Tambahan
(N Lembaran Daerah Kabupaten Tlmor Tengah Selatan Nomor 43)




Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

Ditetapkan di Soe
ada tanggal 14 Januari 2013
pada tanggal

}R\TENGAH SELATAN, (

. R. MELLA
Diundangkan di Soe
pada tanggal 14 Januari 2013

an, &

LEMB)\RAN AERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 1




e Dengan berlakunya Undang—Undang N
o Pemermtahan Daerah sebagalmana telah diubah dengan Undang—Undang‘
kNomor 12 Tahun 2008, membenkan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah/ Kota untuk mengurus sendln urusan pemenntahannya untuk

_v;‘menmgkatkan efisiensi dan efekt1v1ta
»pelayanarl pubhk kepada masyarakat L

| Pasal 2 |
‘ Pasal 3
o Pasal 4‘
.{? ,- Pasal 5|

| '?: e Pasal 6‘

i : bangunan gedung mlhk neoara untuk pelayanan Jasa u

‘ "’Berka1tan dengan kewenangan tersebut .
'Kabupaten/ Kota berhak mencadakan pcngaturan yang berupa penzman
- tertentu kepada masyarakat pengaturan tersebut’ dituangkan’ ke dalam
Sk peraturan perundang-undangan yang bers1fat memaksa, hal tersebut juga
e d1tegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indone31a
e Tahun 1945." ey s R ey -

. Sesua1 ciengan Undang—Undang Nomor' ‘28 Tahun““ 2009 tentang.@;PaJakS‘

i Daerah’ dan Retribusi. Daerah, Pemenntah Daerah diberi kewenangan untuk
o melakukan Pungutan Retribusi yang terkait g;d'engan Retr1bu31 Perizinan
e Tertentul guna mendukung pelaksanaan Otono’ Daerah L

j PENJELASAN |

UMUM

yelenggaraan pemermtahan dan

PASAL DEMI PASAL

Cuk!up Jelas e
Cukup Jelavs.‘
Cukup J elas.f“j:';::;

Cukup Jelas;" o

Ayat (1) R
. f Cukup Jelasf‘ !

Ayat 2). i b e
. Cukup J elas.’ A e
Ayat (3)

Indeks O 05 pada fung31 ~hunian’ ur tun
mehputl rumah 1r1t1 tumbuh rumah ‘sederhana sehat dan rumah_

_ "'_'deret sederhana AR e e '
‘Indeks 0. 00 untuk bangunan gedung kantor m111k negara* ec

jasa usaha k' «
Ayat “4) . '
e 4/Cukup Jelas




Pasal 8

Ayat (’1‘)‘7 L

" Ayat @

i |

A Pasal 7 . i
\ ' Cukup Jelas

~-perka11an dar1 1ndekb 1ndeks paramet

Cukup J clas

Yang d1maksud dengan i

v""Yang dlmaksud dnngan HS;‘ ,‘ lah hg b‘ uan retnbu31, ata 1
7‘; tanf retrlbu51 dalam rup1ah pe ‘ dan/ata rup1ah per. satuanf

= volume

: j“.wPasal 9 -

I o G

© CukupJelas.
--Pasal 10 ' L

Cukup Jelaé‘f SN

- ,’Pasal 11 | e e e
Cukup Jelas.‘;, e
: Pasal 12 : :

"Pasal 13| p e e e e
-+ Cukup Jelas.l.f W
Pasal 141 L A
. .Cukup Jelas‘.f e
i“Pasal 15 1:{'- : ‘
M Cukup Jelas.} e oy
_V‘Pasal 16 N i
R Cukup Jelas.{"‘”“_‘j e
| 'Pasal 17] 5t T s
N Cukup Jelas.j SR
»?««Pasal 18
S Cukup Jelas_;*'f. st
_ Pasal 19 o
e tead Cukup Jelas;‘_‘ sl
e ‘,Pasal 20 R
e Cukup Jelas.j ‘
e Pasal 21 o
Fk Cukup Jelas. o
‘.,“Pasal 22 N ek
e Cukup Jelas.i R
i ;Pasal 23 b
o CUkuP Jelas!ﬂf",
 Pasal 24 o i

Cu&up Jelas.ﬂ“y |

s gPasal 25
o Cukup Jelas‘.,.“_,?*\ i
B ;Pasal 26 i
R Cukup Jelas.f,_“_ S T
o ,_jPasal 27 gy

Cukup JelaS,I e

- Pasal 28
o Cukup Jelasj.] S
| "_;Pasal 29 e
- Cukup Jelas.
""Pasal 30 gt

et selas.




f.f_Pasal 31 EE
' Cukup Jelas el i e i
; Pasal 32 L
| Cukup Jelas;‘ 5
o Pasal 33! i e g
SR Cukup Jelas. F
' Pasal 4l el |
o Cukup Jelasv.‘_;lj Gl
S Cukup Jelas.‘ ISR e
Pasal 3
o Cukup Jelas. (!
CPasaldT sl
 CukupJelas.
- Pasal 38 o e SR TR R
‘ o Cukup Jelas; S
Pasal 39 S e,
o Cukup Jelas.‘ .
- Pasal 40 L e
TR N Cukup Jelas..;,;kij,
o Pasal 41
Cukup Jelas.f
~ Pasal 42 i
‘ Cukup Jelas‘.’ ;
‘Pasal 43 S R e
G Cukup Jelas‘. et
v Pasaldd s e
ST Cukup Jelas.ﬁ pL e
g Pasal 45 S e TR
o p‘Pasal46 FRE i i
o Cukup Jelas.,i;f{; .

) Pasal47 R
o Cukup Jelas;[??"j L
o Pasal 48 S

S Cukup Jelas. n
Pasal 49 B
Cukup Jelas.f i

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 'KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
gNowoR1 e e o e




FUNGSI HUNIAN

: 2 FUNGSI -
- EEAGAMAAN

_0'15xo4o 0,06
0,10%0,70 =0,07
0,10x0,40=0,04
?oosx07o 0,035

:RISIkO kebakaxan sedang

g onasi gempa zona III/sedang
"’;?;_,'Lokam o sedang
.a) -+ Ketinggian bangunan :endah

T 0,610
025x070 0175_.;_‘ .

'9,20 x 1‘,00 = 0,20 o
. 0,15x0,40=0,06
~ . .0,15x0,60=0,075
. .0,10x0,10=0,10"
©'0,10x0,40=0,04 7
: ,V.”A'005x040 0,02

Kompleks1tas tidak sederhana ;1’90 ‘ Waktu penggunaa1 —)Indeks Ter1ntegras1

f-{‘Pérmaherxsl permanen AL R R
) ;leslko kebakaran rendah o en ,_;0 00
..'Zona51 gempa : zona IV/sedarl'g"_' s
. Lokasi ~ ° - :padat ..
- Ketinggian bangunan rendah . ‘ 4
Kepem111kan ' yayasan Bl

06707:, *

- Kepemilikan ~ : perorangan.

Tl
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5 ’iTetap 0 L;f | __'f'o 00xo 670 x1, oo S




3 FUNGSI USAHA
Mall

3,00 (3)
Fungsi
usaha

0,25 x 1,00 = 0,175
0,20 x 1,00 = 0,20
0,15 x 1,00 = 0,06
0,15 x 040 = 0,075
0,10x 1,00 = 0,10
0,10 x 0,70 = 0,04
0,05 x 1,00 = 0,02

(1.c)
(2.c)
(3.c)
(4.c)
(5.c)
(6.b)
(7.c) +

0,88

: khusus.
. permanen.

Kompleksitas
Permanensi
Risiko kebakaran : tinggi

Zonasi gempa : zona III/sedang

Lokasi . padat
Ketinggian bangunan : sedang
Kepemilikan : badan usaha
swasta
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);gqﬁjm; TIMQR TENGAH SELATAN,

1,00 (3) Waktu penggunaat >Indeks Terintegrasi :

3,00x 0,88 x 1,00 =
2,64

Tetap

¢

N
N

N~

N
'
V. R. MELLA




